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Sasaran 2.1.1  :  Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur 

Tabel 3.38 
       Capaian  Sasaran 2.1.1  “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur”  

Tahun 2020 

 

Tujuan/sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur” dengan 4 

indikator yaitu “Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi”, “Prosentase 

Pegawai yang capain kinerja sesuai target”, “Prosentase kepatuhan pegawai untuk 

memenuhi aturan disiplin” dan “Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi  

penyampaian LHKPN” menjadi salah satu tolok ukur dalam mewujudkan Misi ke 2 yaitu 
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,  Akuntabel, Berwibawa dan 

Inovatif” 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi 

Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 
Kinerja 

2020 2018 2019 2020   

      
2.1.1  

Meningkatnya 

Kapasitas dan 

Kualitas SDM 

aparatur 

Persentase ASN 

yang direkrut 

sesuai 

kompetensi 

Persen 8,00 26,08 25,72 13,70 

 

16,50 

 

187,74% 

 
 

Persentase 

Pegawai yang 

capaian 

kinerjanya 

sesuai target 

Persen 80,00 80,35 80,77 81,00 

 

82,50 

 

99,71% 

 Persentase 

kepatuhan 

pegawai untuk 

memenuhi 

aturan disiplin 

Persen 85,00 92,72 96,94 

 

88,00 

 

91,50 110,16% 

 Persentase 

Kepatuhan 

Pegawai untuk 

Memenuhi 

Penyampaian 

LHKPN 

Persen 70,30 97,37 100 90,00 

 

100,00 

 

111,11% 
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Pencapaian Indikaor ke-1 “Prosentase ASN yang direkrut sesuai Kompetensi”  

Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah formasi yang diterima sebanyak 215 

formasi, sementara jumlah kebutuhan formasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon sebanyak 836 formasi. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui 

bahwa realisasi kinerja pada indikator sasaran ini untuk tahun 2020 adalah 25,72%, 

lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu 13,70%, sehingga 

capaian kinerja mencapai 187,74%. 

Pencapaian Indikator ke-2 “Prosentase Pegawai yang capain kinerja sesuai 
target”  

Persentase pegawai dengan capaian kinerja seuai target pada tahun 2020 

mencapai 80,77% dari target yang dietapkan yaitu 81,00% sehingga capaian kinerja 

untuk indikator ke dua ini hanya mencapai 99,71%. Pencapaian target tersebut 

berdasarkan data pada tahun 2020 yaitu dari 32 perangkat daerah terdapat 3734 SKP 

pegawai yang melaporkan. Dari data tersebut dapat diidentifikasi sebanyak 1950 

pegawai dengan penilaian sangat baik (rata-rata 91), 1514 pegawai dengan penilaian 

baik (rata-rata 82) dan 270 pegawai dengan penilaian cukup (rata-rata 74), sehingga 

nilai SKP seluruh pegawai yang mengirimkan SKP adalah untuk kategori sangat baik 

sebesar 177.450, baik sebesar 124.148, dan cukup sebesar 19.980. Dengan target 

capaian kinerja pegawai pada kategori minimal baik maka total nilai SKP pegawai yang 

mencapai target adalah sebesar 301.598. Dari total nilai SKP yang mencapai target jika 

dibandingkan dengan jumlah pegawai yang mengirimkan SKP sebanyak 3734 pegawai 

maka diperoleh capaian kinerja sebesar 80,77%.  

Pencapaian Indikator ke-3 “Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi 

aturan disiplin” 

Indikator Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi aturana disiplin   

dengan target kinerja sebesar 88,00% untuk tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 

96,94%. Dari total hari kerja selama satu tahun (1.176.461 hari/4763 pegawai) terdapat 

36.003 hari pegawai yang kurang tingkat kehadirannya. Adapun rincian ketidakhadiran 

pegawai tersebut dengan keterangan “cuti sakit” sebanyak 12.447 hari, “ijin” sebanyak 
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4.322 hari, “cuti tahunan” sebanyak 12.014 hari, “cuti alasan penting” sebanyak 1715 

hari, “cuti bersalin” sebanyak 3.075 hari, dan “cuti besar” sebanyak 2.430 hari.  

Pencapaian Indikator ke-4 yaitu “Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi  

penyampaian LHKPN”,  

Berdasarkan data pada tahun 2020 dari 76 orang pegawai yang wajib menyusun 

LHKPN, seluruhnya menyampaikan laporan LHKPN. Sehingga berdasarkan data 

tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2020 untuk indikator keempat mencapai 

100%, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 

90,00%. 

Evaluasi Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur” 

Berdasarkan data capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran, maka 

dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk  tujuan/sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan 

Kualitas SDM Aparatur” pada tahun 2020 adalah 127,18%. Pencapaian tersebut 

didukung Program-program sebagai berikut: 

Program Pagu Realisasi Capaian(%) 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 130.200.000,00 130.200.000,00 

98,4% 

Program Pendidikan 

Kedinasan 1.103.869.400,00 1.023.647.400,00 

92,73 

Program Fasilitasi 

Pindah/Purna Tugas  133.171.000,00 

107.965.000,00 81,07 

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 
       91,27% 

 

Meskipun nilai capaian kinerja tujuan/sasaran melebihi angka 100%, tetapi perlu 

dilakukan upaya agar setiap indikator kinerja sasaran dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan  : 
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Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalahnya : 

Tabel 3.39 
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur” 
 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 SKP dijadikan 

sebagai salah satu 

indikator diberikan 

atau tidaknya 

Tambahan 

Penghasilan 

Pegawai, 

mendorong ASN di 

lingkungan Pemda 

Kota Cirebon untuk 

menyusunnya 

 Adanya surat edaran  

penyusunan SKP 

dan juga LHKPN   

 Kedisiplinan pegawai 

menjadi indikator 

besar kecilnya 

Tambahan 

Penghasilan 

Pegawai mendorong 

ASN meingkatkan 

kehadiran atau 

disiplin nya 

 Masih terdapat 

keterlambatan dan 

rendahnya 

kesadaran di 

beberapa Aparatus 

Sipil Negara dalam 

mengumpulkan 

Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP). 

 Terdapat ketidak 

sesuaian format 

dalam penyusunan 

SKP 

 Masih terdapat 

pegawai yang 

memiliki kewajiban 

menyusun LHKPN 

tidak menyusun 

LHKPN  

 Lebih intensif melakukan 

koordinasi dengan pengelola 

kepegawaian tiap-tiap 

perangkat daerah terkait 

penyampaian laporan SKP 

 Memberikan sosialisasi dan 

bimbingan teknis terkait 

penyusunan SKP bagi para 

pegawai di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon 

 Memberikan sosialisai terkait 

kewajiban menyampaikan 

LHKPN bagi pegawai yang 

memiliki kewajiban menyusun 

LHKPN 
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Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam 

Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 

Tabel 3.40 
       Capaian  Sasaran 2.1.2  “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah” 

Tahun 2020 

 

Sasaran “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam 

penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi” dengan dua Indikator yaitu “Persentase 

SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” dan “persentase peta proses 

bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan” merupakan sasaran yang 

mendukung tercapainya tujuan dan mewujudkan  Misi ke-2.  

Pencapaian Indikator ke-1 “Persentase SOP Penyelenggaraan Pemerintahan yang 

diterapkan” 

Pada Tahun 2020  Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase 

SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan sebesar 85%, hal ini target yang 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi 

Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 

(Realisasi/
Target) 

2020 

2018 2019 2020 

      
1.1.3  

Meningkatnya 
Koordinasi 
Antar 
Perangkat 
Daerah  Dalam 
Penyelenggara 
an Tugas 
Pokok dan 
Fungsi 

Persentase 

SOP 

Penyelengga

raan 

Pemerintaha

n yang 

diterapkan  

     

Persen 

45,00 0,54 100 85,00  100  

 Persentase 
peta proses 
bisnis 
penyelenggar
aan 
pemerintahan 
yang 
diterapkan 

Persen 

- - 32,26 40,00 100  
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signifikan jika dibandingkan dengan kondisi awal pada tahun 2018 yang hanya 45% 

yang kemudian pencapaian pada 2019 yaitu 80%. Berdasarkan laporan hasil 

monitoring dan evaluasi serta pendataan yang dilakukan Bagian Organisasi dan 

Pendayagunaan Aparatur Daerah target ini  tercapai dimana pada  tahun 2020 

persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan adalah 100%, hal ini 

didapat dari keseluruhan jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP dan 

menerapkanya dengan  jumlah keseluruhan Perangkat Daerah, maka pencapaian 

indikator ini adalah 100% dengan predikat Sangat Baik. Peningkatan jumlah SOP yang 

diterapkan merupakan hasil upaya dari sosialisasi SOP yang dilakukan secara efektif 

juga monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan setiap semester pada Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 

Pencapaian Indikator ke-2  Persentase peta proses bisnis penyelenggaraan 

pemerintahan yang diterapkan 

Peta proses bisnis merupakan sebuah gambaran koordinasi instansi pemerintah 

berdasarkan urusannya masing-masing  yang disusun secara komprehensif, saat ini 

peta proses bisnis berpedoman pada “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta 

Proses Bisnis Instansi Pemerintah”.  Pada tahun 2020 Peraturan yang baru terbit di 

tahun 2018 ditindak lanjuti menjadi sebuah target dengan 40% dari seluruh Peranagkat 

Daerah memiliki Peta Proses Bisnis. Dalam upaya mencapai target dan juga selaras 

dengan agenda perubahan pada Reformasi Birokrasi maka Peta Proses Bisnis telah 

tersusun di 10 Perangkat Daerah yang menjadi pilot project Peta proses Bisnis dari total 

31 Perangkat Daerah,maka Perangkat Daerah yang meimiliki Petta Proses Bisnis 

adalah 32,25%. Dengan target tahun 2020 sebesar 40% maka pencapaian kinerja pada 

indikator ini adalah 80,645 % atau Baik. 
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Evaluasi   Sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah 

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi” 

Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ” yang di ukur dengan dua indikator 

memiliki rata-rata pencapaian 90,32% dengan predikat Sangat Baik. Dalam rangka 

mendukung sasaran, Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

 

Program Pagu Realisasi Capaian(%) 

Program Peningkatan 

Kerjasama Antar 

Pemerintah Daerah 

125.114.000,00 35.140.000,00 28,09% 

Program Penataan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

333.322.000,00 277.272.000,00 83,18% 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 
1.876.546.428,00 1.674.759.128,00 89,25% 

Program Penataan 

Kelembagaan 
227.445.500,00 221.258.000,00 97,28% 

Program Pembinaan 

Pemerintahan 
13.620.000,00 6.540.000,00 48,02% 

Program Pembinaan 

Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

296.385.000,00 269.136.000,00 90,81% 

Program Pembinaan 

Administrasi 

Perekonomian dan 

Pembangunan 

743.875.000,00 724.290.200,00 97,37% 

Program Peningkatan 

Kualitas dan Kompetensi 

Keagamaan 

249.512.500,00 180.560.500,00 72,37% 
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Program Pagu Realisasi Capaian(%) 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

822.605.000,00 796.729.843,00 96,85% 

Program Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

179.705.000,00 174.645.000,00 97,18% 

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 
81,66% 

 

Telah dilaksanakan strategi dengan Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan 

melalui peningkatan koordinasi dan kapabilitas Sekretariat Daerah serta arah kebijakan 

“Meningkatkan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan” dan “Optimalisasi 

pengelolaan kebijakan penyelenggaraan urusan melalui peningkatan peran Asisten 

Daerah dan Bagian di Sekretariat Daerah”. Strategi dan arah kebijakan tersebut 

didukung program sebagai berikut : 

Pencapaian yang sudah sangat baik di tahun 2020 perlu dipertahankan dengan 

memastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program-program diatas, beberapa 

program secara eksplisit dinilai tidak mempengaruhi sasaran dengan dua indikatornya 

secara langsung, walaupun sesungguhnya program tersebut ditetapkan sesuai arah 

kebijakan. Untuk hal ini review atas program dapat dilakukan dan menjadi catatan 

dalam  evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, guna memastikan 

efektifitas dan efesiensi program yang ditetapkan. Berikut adalah faktor yang 

mendukung, kendala serta strategi pemecahan masalah : 
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Tabel 3.41 

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah  

Sasaran 2.1.2 “Meningkatnya Koordinasi Antar Perangakt Daerah” Tahun 2020 
 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 Terlaksananya 

Sosialisasi yang 

mendudukung 

sasaran 2.1.2 

khususnya 

pelaskanaan 

sosialisasi 

penyusunan SOP 

dan 

implementasinya 

serta penyusunan 

Peta proses bisnis 

 Monitoring dan 

Evaluasi lingkup 

sasaran 2.1.1 

sehingga 

perkembangan 

capaian sasaran 

khususnya kedua 

indikator sasaran 

dapat terpantau   

 Meningkatnya 

komitmen pimpinan 

dalam 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

 Kondisi pandemi 

menyebabkan 

adanya adaptasi 

kebiasaan baru 

khususnya dalam 

penyelenggaraan 

rapat, sosialisasi 

maupun Focus 

Group Discussion 

(FGD) 

 Refokusing 

anggaran di 

beberapa program 

sehingga Program 

berjalan secara 

efesisn namun tidak 

efektif  

 Masih terdapat 

perangkat daerah 

yang terlambat 

dalam mengirimkan 

data SOP ataupun 

belum menyusun 

peta proses bisnis 

 Inovasi dalam 

menyelenggarakan pertemuan 

salah satunya 

menyelenggarakan FGD 

pertemuan dengan Social 

Distancing, melakukan 

pembatasan pada jumlah 

peserta, dengan melaksanakan 

FGD Perperangkat Daerah 

melalui mekanisme 

penjadwalanan satu persatu 

Perangkat Daerah. 

 Memberikan surat teguran bagi 

Perangkat Daerah yang 

terlambat dalam mengirim 

dokumen S.O.P ataupun Peta 

Proses Bisnis 

 



 

 

154 
 

 

Sasaran 2.1.3  : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan 

 
Tabel 3.42 

Capaian  Sasaran 2.1.3 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan” Tahun 2020 

 

Sasaran “Meningkatnya Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan Tahun 2019”  memiliki Indikator yaitu “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahan” . Sasaran dan indikator ini merupakan suatu upaya 

untuk memastikan perbaikan dalam hal pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon, sebagai bagian dari upaya mencapai  tujuan dan mewujudkan  

Misi 2.  

Pencapaian Indikator “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan” 

Pada Tahun 2019  Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Nilai AKIP B 

hal ini relevan mengingat target pada akhir RPJMD nilai AKIP Kota Cirebon meningkat 

menjadi BB, sebagai upaya perbaikan pada tahun 2019 ditargetkan nilai AKP 

dipertahankan dalam posisi B namun memiliki nilai yang meningkat.  

Sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon, telah di rilis Laporan Hasil Evaluasi Atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019. Hasil evaluasi tersebut secara umu m 

adalah sebagai berikut : 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi  
Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 
Kinerja 

2020 2018 2019 2020 

      
1.1.3  

Meningkatnya 

Nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintahan 

Nilai AKIP B   

 

Nilai 
65,40/ 

B 
B B 0,94 BB - 
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Tabel 3.43 
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam AKuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 
 

Komponen  Bobot Nilai Pemda 

Kota 

Cirebon 

Nilai Pada 

16 Unit 

Kerja 

Nilai Hasil Evaluasi  

% 

2018 2019 

a. Perencanaan 
Kinerja 

30 12.67 11,78 20,65 24,45 

b. Pengukuran 
KInerja 

25 9,35 8,57 16,72 17,92 

b. Pelaporan 
KInerja 

15 4,97 4,59 9,98 9,57 

c. Evaluasi Internal 10 6,06 0 5,83 6,06 

d. Pencapaian 
Sasaran/Kinerja 

20 9,01 0 12,29 9,01 

Jumlah  100 42,06 24,94 65,48 67,00 

Tingkat 

Akuntabilitas 

Kinerja  

 B B 

Sumber : LHE Atas Implementasi SAKIP pada Pemda Kota Cirebon, Inspektorat Jabar 

 

Berdasarkan data diatas maka pada tahun 2019 nilai tingkat akuntabilitas 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah sebesar 67,00 atau dengan predikat B (Baik) 

berarti akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah baik, memiliki 

sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa perbaikan, 

atas pengukuran tersebutpencapaian indikator “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas 
KInerja” tercapai target atu 100% denan predikat Sangat Baik. 
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Evaluasi   Sasaran 2.1.3 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja” 

Sasaran 2.1.3 ““Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang di ukur dengan1 

(satu) indikator memiliki pencapaian 100% atau dengan predikat Sangat Baik. 

Peningkatan nilai tingkat  akuntabilitas kinerja sebesar 1,52 poin merupakan hasil yang 

cukup baik jika disandingkan dengan target yang mempertahankan nilai tingkat 

akuntabilitas kinerja pada posisi B. peningkatan nilai tersebut dibandingkan pada tahun 

2018 ada pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi 

Internal. Komponen lainya yaitu Pelaporan KInerja dan Sasaran Kinerja mengalami 

penurunan, khususnya terjadi penurunan yang signifikan pada komponen pencapaian 

sasaran.  

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalahnya : 

Tabel 3.44 

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah  

Sasaran 3.44 “Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan”     
Tahun 2020 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

   Target belum 

seluruhnya 

tercapai. 

 Capaian Kinerja 

belum seluruhnya 

meningkat dari 

tahun sebelumnya. 

 Informasi kinerja 

belum sepenuhny 

dapat diandalkan 

 

 Mengkaji dan memperbaiki 

sistem aplikasi e-lakip Kota 

Cirebon untuk menyesuaikan 

perkembangan yang ada. 

 Meningkatkan kembali 

efektifitas dan efesiensi 

penyelenggaraan monitoring 

dan evaluasi terhadap capaian 

kinerja. 

 Meningkatkan kembali 

efektifitas dan efesiensi terkait 

reviu atau evaluasi pada 
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Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

sasaran strategis  jangka 

menengah daerah atapun 

Perangkat Daerah. 

 Menindaklanjuti seluruh 

rekomendasi  untuk perbaikan 

atas permasalahan 

akuntabilitas kinerja pada 

seluruh komponen, sesuai 

rekomendasi yang dirilis dalam 

Laporan Hasil Evaluasi Atas 

Implemntasi SAKIP Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon Tahun 

2019, yang dilakukan oleh ti 

dari Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat dan Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 
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Sasaran 2.1.4  : Meningkatnya Maturitas SPIP 

Tabel 3.45 
Capaian  Sasaran 2.1.4  “Meningkatnya Maturitas SPIP” Tahun 2020 

 

Sasaran “Meningkatnya Maturitas SPIP”  memiliki Indikator yaitu “Tingkat 

Maturitas SPIP” dengan target level 3 pada tahun 2020. Sasaran dan indikator ini 

merupakan suatu upaya untuk memastikan perbaikan dalam hal kematangan SPIP 

yang diukur dengan tingkat Maturits SPIP, sebagai bagian dari upaya mencapai  tujuan 

dan mewujudkan  Misi 2. 

Target indikator Meningkatnya Maturitas SPIP pada tahun 2020 adalah adalah 

level berkembang atau tingkat tiga (3). Realisasi indikator tahun 2020 dapat tercapai 

sesuai target tahun 2020 yang berarti bahwa pencapain kinerja adalah 100% atau 

dengan predikat Sangat Baik. Hal tersebut merupakan impact dari terpenuhinya data-

data yang tertuang dalam unsur-unsur SPIP, yaitu:  

1. Lingkungan Pengendalian;  

2. Penilaian Risiko;  

3. Kegiatan Pengendalian; 

4. Informasi dan Komunikasi; dan 

5. Pemantauan.  

Evaluasi Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya  Maturitas SPIP” 

Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya  Maturitas SPIP “yang di ukur dengan 1 (satu) 

indikator memiliki pencapaian 100% atau dengan predikat Sangat Baik. Pencapaian ini 

merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari Tim SPIP dari Inspektorat, para 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi 
Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 

(Realisasi/
Target) 

2020 
2018 2019 2020 

      
1.1.3  

Terkendalinya 

jumlah 

penduduk 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

 

Permil 0,68 0,54 3 3 4 100% 
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SKPD Kota Cirebon yang menjadi sample penilaian, dan Tim Penilai dari BPKP yang 

membantu proses pengumpulan data hingga akhir. Berikut adalah program yang 

mendukung sasaran :  

Program Pagu Realisasi Capaian(%) 
Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan 

KDH 

131.801.000,00 127.241.000,00 96,54% 

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 96,54% 

 

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalahnya : 

 

Tabel 3.46 

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah  

Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya  Maturitas SPIP.” Tahun 2020 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 Komitmen Perangkat 
Daerah yang 
memiliki keterkaita 
data-data SPIP 
meningkat  
 

 Pendampingan 
BPKP dalam 
mengawal 
pengumpulan data-
data evidence 
pelaksanaan SPIP 
yang dibutuhkan, 

 Dalam pemenuhan 

dokumen untuk 

Penilaian Maturitas 

SPIP, Perangkat 

Daerah yang menjadi 

sampling diharuskan 

mengumpulkan 

dokumen-dokumen 

pendukung, namun 

 Dalam pemenuhan dokumen 

Inspektorat berusaha 

memberikan pendampingan 

dengan menunjuk Asessor 

untuk mendampingi 

perangkat daerah yang 

menjadi sampel dalam 

pemenuhan dokumen 

Penilaian Maturitas SPIP. 
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Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

meningkatkan 
ketepatan waktu dan 
ketelitian. 

 

 Meningkatnya 
komitmen pimpinan 
dalam pelaksanaan 
SPIP. 

 tidak semua perangkat 

daerah tersebut 

memberikan dokumen 

yang lengkap atas 

kebutuhan dokumen 

yang dibutuhkan dalam 

memenuhi semua unsur 

dalam SPIP. 

 Masih rendahnya 

pemahaman pegawai 

pada perangkat daerah 

tentang SPIP 

 Perlunya, bimbingan teknis 

dan pendampingan intensif 

untuk peningkatan kapasitas 

dan kompetensi counterpart. 

 

 

 

 

Sasaran 2.1.5  : Meningkatnya Pelayanan Publik 

Tabel 3.47 
Capaian  Sasaran 2.1.5  “Meningkatnya Pelayanan Publik” Tahun 2020 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi 
Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 
Kinerja 

2020 2018 2019 2020 

      
1.1.3  

Meningkatny
a Pelayanan 
Publik 

Tingkat 
Kepuasan 
Masyarakat 
Atas Layanan 
Perizinan 

 
Poin   71,00 82,65 82,57 74,00 74,40 111,58% 

 Tingkat 
Kepuasan 
Masyarakat 
Atas Layanan 
Kependudukan 

Poin  78,00 76,25   77,75 82 88 88,35% 
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Sasaran “Meningkatnya Pelayaan Publik”  merupakan upaya dalam rangka 

terwujudnya Misi ke-2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, 

Akuntabel,Berwibawa dan Inovatif.  Tata kelola Pemerintahan yang dimaksud memiliki 

korelasi dengan tingkat pelayanan public, dimana sasaran ini diukur dengan 2 indikator 

sebagai berikut : 

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan. 

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Kependudukan 

Pencapaian Indikator ke-1 Tingkat Kepuasan Atas Layanan  Perizinan  

Pada Tahun 2020  Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase 

tingkat kepuasan pada pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan nilai indeks 

kepuasan masyarakat  74, sementara itu berdasarkan survey yang dilakukan pada 

tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan tersebut mencapai 82,76 adalah 

maka pencapaian indikator ini adalah 111,58% dengan predikat Sangat Baik.  

Gambar 3.10. 

IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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Responden yang diteliti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Cirebon sebanyak 300 orang per semester paling banyak berasal dari 

kelompok umur di atas 37 tahun, dengan jenis kelamin mayoritas laki-laki. Dari seluruh 

item pertanyaan pada kuesioner penilaian terhadap unsur pelayanan dapat dikatakan 

sebagai berikut : unsur Biaya / Tarif mendapatkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,81. 

Sedangkan Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan mendapatkan nilai rata–

rata terendah sebesar 3,00.  

Unsur biaya mendapat nilai rata-rata tertinggi karena tarif pelayanan diberlakukan 

0 rupiah, sementara unsur penanganan, pengaduan, saran  mendapatkan nilai 

terendah, berdasarkan analisis hal ini karena ketidak puasan responden ata saran dan 

masukan yang dinilai tidak seluruhnya ditindak lanjuti. Kendati demikian angka 3,07 

masih cukup terbilang tinggi. 

Pencapaian Indikator ke-2  “Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan 

Kependudukan” 

Indikator Tujuan/Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan 

Kependudukan merupakan salah satu target yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon 

Tahun 2018-2023. Untuk target di Tahun 2020 Tingkat Kepuasan masyarakat atas 

Layanan Kependudukan adalah 82 poin. Berdasarkan hasil survei kepuasan 

masyarakat atas pelayanan kependudukan yang dilaksanakan secara mandiri oleh 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon menghasilkan satu dokumen 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 77,75 poin. Sehingga capaian kinerja 

untuk indikator ini adalah sebesar 94,81%.  

 Secara garis besar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon 

kepada masyarakat sudah sangat optimal, meskipun pada saat ini dalam masa 

pandemi Covid-19 Disdukcapil tetap memberikan pelayanan yang prima kepada 

masyarakat. Hanya saja dengan adanya refocusing anggaran yang terjadi di Tahun 

Anggaran 2020 mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang 

memadai untuk menunjang pelayanan Disdukcapil sendiri. Bangunan gedung kantor 

yang semula akan dilanjutkan pembangunannya di Tahun 2020 terpaksa dihentikan 



 

 

163 
 

 

karena adanya refocusing anggaran. Hal ini juga terdampak pada anggaran penyediaan 

peralatan untuk pencetakan KTP-el dan juga dokumen kependudukan lainnya. 

Sehingga membuat masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil sementara ini 

merasa kurang nyaman dan kurang puas. Hal ini salah satu alasan yang menyebabkan 

nilai IKM Disdukcapil padan Tahun Anggaran 2020 hanya mencapai 77,75 poin. 

 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 adalah 

sebesar 76,25 poin, terjadi peningkatan sebesar 1,97%. Pencapaian sasaran untuk 

Target Akhir RPJMD adalah sebesar 88 poin, maka pencapaian Disdukcapil untuk 

Tahun 2020 ini terhadap target akhir adalah sebesar 88,35%. Masih ada waktu dan 

kesempatan untuk meningkatkan nilai IKM untuk tahun berikutnya.  

Pencapaian Disdukcapil Kota Cirebon di Tahun 2020 ini hanya mencapai 77,75 

poin, jika dibandingkan dengan Disdukcapil di kota lain yang ada di Jawa Barat, salah 

satunya adalah Kabupaten Bandung Barat, nilai IKM Disdukcapil masih lebih tinggi 

sebesar 1,49% dari nilai IKM Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat sebesar 76,61 

poin. Meskipun demikian Disdukcapil Kota Cirebon harus selalu memperbaiki 

pelayanan dan memberikan inovasi pelayanan demi kualitas pelayanan yang lebih baik. 

1. Pelayanan Online Disdukcapil 

Selama masa pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 sekitar bulan Februari – Mei 

Disdukcapil Kota Cirebon untuk menghindari kerumumunan warga maka 

mengggunakan Pelayanan Online yaitu warga pemohon melakukan pendaftaran 

dan pengiriman berkas melalui WhatsApp (WA) ke nomor sesuai pelayanan yang 

dituju. 

2. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon 

Disdukcapil Kota Cirebon melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama 

dan penyerahan data penduduk usia sekolah dengan Dinas Pendidikan Kota 

Cirebon. 
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3. Brojol Aja Klalen 

Merupakan pendaftaran Akta Kelahiran secara online. Bekerjasama dengan bidan 

praktik mandiri yang ada di Kota Cirebon. Produk yang dilayani dalam setiap 

permohonan yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Disdukcapil Menyapa Masyarakat 

Acara ini merupakan tanya jawab mengenai pelayanan Disdukcapil Kota Cirebon 

untuk warga Kota Cirebon yang dilakukan melalui Zoom Meeting, wawancara 

langsung dengan Kepala Disdukcapil Kota Cirebon beserta jajarannya dengan 

masyarakat mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melahirkan 

di Bidan 

Langsung 

Dapat 

AKTA 

KELAHIRAN, 

KK DAN KIA 

Gambar 3.12 

Pelayanan Kependudukan Melayani Masyarakat  

Gambar 3.11 

Mekanisme Brojol Online  
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5. Pelayanan Jemput Bola untuk Disabilitas 

Disdukcapil Kota Cirebon melakukan pelayanan perekaman KTP-el untuk warga 

Disabilitas ke RW-RW yang ada di Kota Cirebon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pelayanan di Hari Libur 

Disdukcapil Kota Cirebon tetap memberikan pelayanan di hari libur cuti bersama 

untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dibantu dengan 

Kecamatan yang ada di Kota Cirebon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 

Pelayanan Jemput Bole untuk Disabilitas 

Gambar 3.14 

Pelayanan Hari LIbur 
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Evaluasi   Sasaran 2.1.5 “ Meningkatnya Pelayanan Publik” 

Sasaran 2.1.5 “Meningkatnya Pelayanan Publik ” yang di ukur dengan dua 

indikator memiliki rata-rata pencapaian 99,96% dengan predikat Sangat Baik. Dalam 

rangka mendukung sasaran telah dilaksanakan strategsi “Peningkatan kepuasan 

masyarakat atas layanan perijinan” dan “Peningkatan kepuasan masyarakat atas 

layanan kependudukan”  dengan arah kebijakan meningkatkan pertumbuhan investasi.  

dan meningkatkan layanan kependudukan . Strategi dan arah kebijakan tersebut 

didukung program sebagai berikut : 

Program Pagu Realisasi Capaian(%) 
Program Peningkatan 

Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

58.968.000,00 58.968.000,00 100% 

Program Peningkatan Iklim 

Investasi dan Realisasi 

Investasi 

103.823.400,00 103.823.400,00 100% 

Program Penataan dan 

Pelayanan Perijinan 
325.756.800,00 325.586.600,00 99,95% 

Program Pendaftaran 

Penduduk 
1.285.358.000,00 1.246.157.545,00 96,95% 

Program Pelayanan 

Pencatatan Sipil 
138.665.000,00 137.890.000,00 99,44% 

Program Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan 
196.769.200,00 196.569.200,00 99,90% 

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 99,37% 

 

Pencapaian yang sudah sangat baik di tahun 2020 perlu dipertahankan dengan 

memastikan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program-program diatas, serta 

menganalisis faktor yang mendukung, kendala, serta strategi pemecahan masalahnya. 

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalahnya : 
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Tabel 3.48 

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah  

Sasaran 2.1.5 “ Meningkatnya Pelayanan Publik” 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 Pelayanan 

masyarakat yang 

sebagian besar tidak 

dipungut biaya 

menjadikan 

kepuasan 

masyarakat pada 

faktor layanan Biaya 

menjadi tinggi. 

 

 Kepuasan terhadap 

perilaku pelayanan 

yang tinggi, hal ini 

merupakan 

keberhasilan dari 

pembinaan terhadap 

Pelaksana 

Pelayanan melalui 

berbagai media, 

khususnya 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Pelayanan. 

 

 

 Sistematika 

Pengaduan masih 

menjadi faktor 

layanan yang 

mendapat nilai 

rendah khususnya 

dalam pelayanan 

Penanaman Modal 

dan Perijinan. 

 

 Sarana Prasana 

menjadi faktor 

layanan yang 

menjadi nilai rendah 

khususnya dalam 

pelayanan bidang 

kependudukan dan 

pencatatan sipil, 

masyarakat 

mengkritisi dengan 

kondisi tempat, 

sarana dan 

prasarana yang 

kurang memadai, 

hal ini karena 

 Mempertahankan faktor nilai 

layanan yang memiliki poin 

tinggi 

  

 Memperbaiki sistem 

pelayanan pengaduan karena 

masih menjadi nilai rendah 

dalam faktor layanan, atau 

masyarakat belum puas 

dengan faktor layanan 

tersebut. 

 

 Melanjutkan renovasi / 

pembangunan tempat layanan 

yang memadai sehingga dapat 

memperbaiki faktor layanan 

sarana dan prasarana 
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Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 Refokusing 

Anggaran 

penanganan Covid 

19 menunda 

pembangunan atau 

renovasi Tempat 

pelayanan. 

 

 

Sasaran 2.1.6  : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Tabel 3.49 
Capaian  Sasaran 2.1.6  “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”  

Tahun 2020 

 

 

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” menjadi tolak 

ukur yang dapat menggambarkan terwujiudnya Misi 2 “ Mewujudkan tata kelola 

NO   Sasaran   
 Indikator 

Kinerja  
Satuan   

Realisasi 
Target 
2020 

  Target 
Akhir 

RPJMD   

 
Capaian 
Kinerja  

2020 
2018 2019 2020 

      
2.1.6  

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Opini BPK Atas 
Laporan 
Keuangan 
Daerah 

Nilai 
WTP WTP WTP WTP WTP 100% 

  Rasio PAD 
Terhadap 
Penerimaan dan 
Pendapatan 
Daerah 

Persen   26,27  32,67 32,53 80,41% 
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pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif ”, dimana Pemerintahan 

yang bersih dan akuntabel tidak terlepas dari kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

Sasaran ini memiliki dua indikator yaitu : 

1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah 

2. Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan Daerah 

Pencapaian Indikator ke-1 “Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah” 

Pada Tahun 2020  Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan opini BPK 

dengan nilai WTP atau wajar tanpa pengecualian, penilaian pencapaian WTP 

digunakan data Tahun N-1 karena penilaian BPK yang  mengoreksi tahun N-1, maka 

data  pencapaian pada tahun 2020 adalah data pemeriksaan pada tahun 2019. 

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon dapat mempertahankan 

raihan Wajar Tanpa Pengecualian nya. Merujuk pada target yang ditetapkan maka 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil merealisasikan targetnya mencapai 100%. 

Perolehan WTP ini utamanya dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara atas Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon  

dalam  Transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan 

2. Pelaporan Keuangan telah Akrual yaitu akuntasi yang memebrikan 

gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, 

karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas 

serta jumlah gutang piutang 

3. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan, telah memenuhi 

syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan yaitu kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, kecukupan 

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

efektifitas sistem pengendalian intern. 
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Pencapaian Indikator ke 2 “Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan 

Daerah” 

Pencapaian indikator “ Rasio PAD Terhadap Penerimaan dan Pendapatan 

Daerah”  pada tahun 2020 sebesar 26,76 % dari target pencapaian sebesar 32,67%,  

maka tingkat pencapaian atas indikator sebesar 80,41% atau dengan predikat Baik,  

namun masih belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi beberapa hal 

diantaranya : 

1. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah untuk PBB dan  BPHTB melebihi 

capaian dari target yang diharapkan,  

2.  Pajak Daerah Lainya ( PJDL) tidak mencapai 100 %, serta beberapa Retribusi 

yang di kelola di Perangkat Daerah ada yang tidak mencapai target, hal ini 

dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang sedang mewabah, yang 

berdampak terhadap pencacpaian pajak daerah lainya. 

Berikut realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, 

Tabel 3.50 

Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2020  

NO 
JENIS PUNGUTAN PAJAK 

DAERAH 
TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%) 

1. Pajak Hotel 13.405.000.000,00 11.341.824.236,00 84,61 

2. Pajak Restoran 46.655.141.000,00 38.827.280.317,00 83,22 

3. Pajak Hiburan 6.915.500.000,00 3.405.109.523,00 49,24 

4. Pajak Reklame 5.110.000.000,00 4.917.493.160,00 96,23 

5. 
Pajak Penerangan Jalan 

Umum 
25.100.000.000,00 24.040.858.024,00 95,78 

6. 
Pajak Parkir diluar Badan 

Jalan 
4.325.000.000,00 2.767.487.133,00 63,99 

7. Pajak Air Bawah Tanah 67.000.000,00 65.410.924,00 97,63 
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8. BPHTB 28.151.528.000,00 35.051.291.834,00 124,51 

9. Pajak Bumi dan Bangunan P2 30.308.542.000,00 33.511.968.810,00 110,57 

Jumlah 160.037.711.000,00 153.928.723.961,00 96,18 

 

NO 
JENIS PUNGUTAN 

RETRIBUSI DAERAH 
TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 

PROSENTASE 

(%) 

1. 
Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah 
1.300.000.000,00 533.064.335,00 41,00 

Jumlah 1.300.000.000,00 533.064.335,00 41,01 

 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan Denda Pajak) : 

NO JENIS DENDA PAJAK TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%) 

1. Denda Pajak Hotel 30.000.000,00 14.271.685,00 47,57 

2. Denda Pajak Restoran 45.000.000,00 143.381.604,00 318,63 

3. Denda Pajak Hiburan 11.200.000,00 9.218.200,00 82,31 

4. Denda Pajak Reklame 27.000.000,00 67.226.011,00 248,99 

5. Denda Pajak Parkir 28.503.785,00 7.995.991,00 28,56 

6. Denda Pajak Air Bawah Tanah 1.000.000,00 877.317,00 87,73 

7. 
Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan P2 
500.000.000,00 368.795.336,00 73,76 

Jumlah 642.703.785,00 611.766.144,00 95,26 
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Evaluasi Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” 

Pencapaian Sasaran meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

dapat diukur dari rata-rata pencapaian kedua indikator yang mencapai 90,2%, 

pencapaian ini berada pada predikat Sangat Baik kendati belum mencapai 100%.  

Pencapaian ini  didukung beberapa Program Sebagai Berikut :  

Program Pagu Realisasi Capaian(%) 
Program Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah   
2.403.171.000,00 2.271.980.759,00 94,54% 

Program Peningkatan 

Kualitas Pelaporan 

Pertanggung Jawab APBD 
2.481.874.319,00 2.443.742.153,00 98,46% 

Program peningkatan 

Kualitas Penganggaran 1.087.953.050,00 1.012.614.020,00 93,08% 

Program Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan dan 

Realisasi APBD 
758.713.800,00 672.967.620,00 88,70% 

Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran 93,69% 

 

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, kami melakukan 

analisa terhadap faktor yang mendukung pencapaian sasaran, kendala, serta streategi 

pemecahana masalah tersebut.  

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan 

masalahnya : 
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Tabel 3.51 

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah 

Sasaran 2.1.6 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Tahun 2020 

Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

 Mengadakan Desk 

dan Rekonsiliasi 

Laporan Keuangan 

secara berkala kepada 

seluruh Perangkat 

Daerah 

 Mengoptimalkan 

pemanfaatan aplikasi 

teknologi informasi 

keuangan dalam 

penyusunan Laporan 

Keuangan. 

 Menyusun aplikasi 

pembayaran pajak 

daerah dalam sebuah 

system yaitu Sistem 

Pembayaran Online 

(SPTPD Online). 

 Pemasangan Mesin 

Tapping Box dan 

F.POS pada rumah 

makan untuk 

meningkatkan setoran 

pendapatan 

 Evaluasi berkala 

 Keterbatasan SDM di 

Perangkat Daerah   

 Kendala Jaringan di 

Perangkat Daerah 

 Wajib Pajak 

mengalami kendala 

dalam mengakses 

Jaringan. 

 Kesadaran Wajib 

Pajak dalam 

menggunakan 

Tapping Box  

 Alamat Wajib pajak 

ada yang diluar 

Daerah 

 Keterbatasan Sarana 

Operasi Reklame 

 Keterbukaan dalam 

menyampaikan nilai 

transasksi 

 Updating aplikasi 

ZNT terkendala 

Keterbatasan 

anggaran(refocusing) 

 - 

 Lebih Intensif melaksanakan 

pendampingan ke Perangkat 

Daerah  

 Menyediakan Sarana di 

Bidang Akuntansi untuk 

perangkat daerah 

 Menyediakan Help Desk di 

Badan Keuangan Daerah 

untuk mengatasi kendala 

tersebut. 

 Mengoptimalkan petugas 

pajak dalam monitoring ke 

Wajib Pajak 

 Korespondensi denga surat  

 Mengoptimalkan SDM yang 

ada dalam Pelaksanaanya 

 Melakukan pendekatan 

personil terhadap Notaris dan 

PPAT 

 Melakukan Survey lapangan 

ketika transaksi. 

 - 
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Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

terhadap pembayaran 

yang sudah jatuh 

tempo untuk dilakukan 

penagihan 

 Penataan Reklame 

(Operasi Secara 

Rutin) 

 Penerapan 

Pengelolaan BPHTB 

Melalui e-BPHTB 

 Perhitungan NPOP 

BPHTB dengan 

Menetapkan Zona 

Nilai Tanah (ZNT) 

 Adanya Koordinasi 

dan Telah Dibuatnya 

MOU Antara 

Pemerintah Kota 

Cirebon Dengan BPN 

dan KPP Pratama 

Cirebon Tentang 

Wajib Validasi SSPD 

BPHTB. 

 Evaluasi Pelayanan 

BPHTB dengan Para 

PPAT / PPATS Secara 

Berkala  Per  triwulan. 

 Terintegrasinya 

 

 

 

 

 

- 
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Faktor Pendorong  Faktor Penghambat Strategi Pemecahan Masalah 

Sistem PBB dengan 

BPHTB 

 Adanya Surat Edaran 

Walikota Tentang 

Lunas PBB Sebagai 

Persyaratan Berbagai 

Pelayanan di Kota 

Cirebon 

 Adanya Himbauan 

Aktif Kepada Wajib 

Pajak Melalui Kegiatan 

Operasi Jaring PBB 

dan Informasi Melalui 

Mas Media untuk 

Segera Membayar 

Sebelum Jatuh Tempo 

 Adanya Mobil 

Pelayanan 

Pembayaran Keliling 

 

 

 

 

 

 

 

 


